
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

“ Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3”
Permen LHK 101/2018

Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya



Pokok Bahasan

Latar Belakang01

Landasan Hukum02
Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemulihan Lahan

Terkontaminasi Limbah B3 Secara Efektif03

Teknis Pemulihan Lahan Terkontaminasi

Limbah B304



Latar Belakang



WHY?
Pentingnya Pengelolaan

Limbah B3

Meningkatnya Jumlah Lahan

Terkontaminasi Limbah B3 setiap

tahunnya



Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Indonesia

01

02

03

Pada kawasan industri dengan jumlah Limbah B3 yang 

banyak :

 Buangan (dumping), tumpahan (spill) dan kegiatan masa 

lalu (old days operation)

KEGIATAN INDUSTRI

Industri pada kawasan perumahan dengan jumlah LB3 relatif

banyak

 Buangan Limbah B3 di sekitar kawasan

INDUSTRI SKALA KECIL

Buangan sampah spesifik

KEGIATAN RUMAH TANGGA

Option A

Option B

Option C



Dasar Hukum



Dasar Hukum

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Polluter pays principle” 

UU No. 32 Tahun 2009

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021

Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Lahan

Terkontaminasi Limbah B3 

Perdirjen PSLB3 No. P.4 Tahun 2016

Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi

Limbah B3

Permen LHK No. 101 Tahun 2018



Peraturan Menteri LHK No. 

101 Tahun 2018

Memberikan pedoman teknis dalam

melaksanakan pemulihan lahan terkontaminasi

LB3

PEMULIHAN
PEDOMAN TEKNIS



Amanah PP 22/2021

PENANGGULANGAN

PEMULIHAN FUNGSI 

LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 410 dan 411

Pasal 412

Pasal 415

Kewajiban penanggulangan dan pemulihan

Pengaturan penanggulangan

Tahapan pemulihan

Paragraf 13 Penanggulangan Pencemaran LH dan/atau Kerusakan LH  dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 449

Amanat Pedoman Pemulihan



Tahapan Pemulihan

Pemantauan

Pasca Pemulihan
Perencanaan

 Data dan Informasi

 Dokumen Rencana

Pemulihan Fungsi LH 

Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi

Penghentian & 

Pembersihan
Remediasi Rehabilitasi Restorasi Implementasi Ilmu

& Teknologi

Tahapan Pemulihan (fungsi lingkungan hidup): Psl. 54 - UU No. 32/2009

Tahapan Pemulihan (lahan terkontaminasi LB3): PERMEN LH No. 101/2018



Pendekatan Pelaksanaan Pemulihan FLH

PEMULIHAN

FUNGSI LH

OFF SITE

Pengolahan tanah

terkontaminasi dilakukan di 

luar lokasi pencemaran

ON SITE

Pemulihan dan pengolahan

tanah terkontaminasi dilakukan

pada lokasi terjadinya

pencemaran

PENDEKATAN PELAKSANAAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP



STRATEGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 
PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3 

SECARA EFEKTIF 



PETA SEBARAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

?

Terbit SSPLT

Proses Pemulihan

Waiting List



Masalah yang Sering Terjadi

01

09

05 0604

0302

0807

Perencanaan Seadanya

Abai dalam Pengisian

Manifes

Penggunaan Laboratorium Tidak

Terakreditasi (salah metode

analisis, dll)

Mencampurkan ketentuan dalam

PP 101/2014 dengan KepmenLH

128/2003 

Tidak mengidentifikasi seluruh

kemungkinan permasalahan untuk

setiap lokasi (potensi kontaminasi

silang, kawasan lindung, dll)

Metode delineasi tidak sistematis

Tidak terbuka dengan data

Kesalahan penentuan upstream 

dan downstream aliran air 

permukaan dan air tanah

Alat sampling tidak cocok dengan

medan yang dihadapi

Dalam Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 oleh Penanggung Jawab



Keterangan:		
Area	berwarnakuning	ini	adalah	
Hutan	Produksi	(HP)	
berdasarkan	peta	kawasan	
hutan	dari	webgis.dephut.go.id	

LTLB3	

CONTO
H	KAS

US	LTL
B3	

BERAD
A	DI	A

REA	H
UTAN

	

PROD
UKSI	P

ERUSA
HAAN

	

HPH	



Teknis Pemulihan

Lahan Terkontaminasi

Limbah B3



Tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PEMANTAUAN

EVALUASI

PASCA 

PEMULIHAN



Persetujuan RPFLH oleh KLHK



PELAKSANAAN PERSETUJUAN 

RPFLH

• Pembersihan kontaminasi

• Metodologi pemulihan : implementasi ilmu
pengetahuan & teknologi

• Waktu penyelesaian

• Persyaratan, kewajiban dan larangan yang 
ditetapkan

LAPORAN

Pengolahan secara Fisika, Biologi dan Kimia 

(Enkapsulasi, stabilisasi, termal, elektris, 

bioremediasi, phytoremediasi, dll)

Pelaksanaan Pemulihan



• Verifikasi hasil pemetaan sebaran lahan 
terkontaminasi Limbah B3

• Kesesuaian pelaksanaan pemulihan dengan 
jadwal dan tenggat waktu penyelesaian 
pemulihan

• Identifikasi keberhasilan dan/atau kendala dalam
aplikasi metode pemulihan

PEMANTAUAN

EVALUASI

Pemantauan



EVALUASI	

Evaluasi	

Tingkat	Keberhasilan	

Waktu	Penyelesaian	

• Nilai	Baku	Mutu	Iden9fikasi	Zat	
Pencemar	(Lampiran	V	PP	101/2014)	

• Ti9k	referensi;		
• Pendekatan	Standar	Penggunaan	
Lahan;	dan/atau		

• Tingkat	Kajian	Dasar	Risiko	(Risk	Based	
Screening	Level)	

Dokumen	Rencana	

• Pembersihan	ulang;	dan/atau	
• Peninjauan	kembali	rencana	

pemulihan	

Laporan		 SSPLT	

SSPLT	:	Surat	Status	Penyelesaian	Lahan	Terkontaminasi	LB3	

4/3/18  

Titik Referensi 

Tingkat Kajian 
Dasar Risiko 
(Risk Based 
Screening 

Level/RSBL) 

Standar 
Penggunaan 

Lahan 

http://mvlwb.com/sites/default/files/documents/Environmental-Guideline-for-Contaminated-Site-Remediation.pdf http://www.epa.gov/reg3hwmd/risk/human/rb-concentration_table/ 

PARAMETER PLOT/LAHAN 
TERKONTAMINASI 

TANAH REFERENSI 

TPH 175 mg/kg 450 mg/kg 

	
	
	
	

Terutama	utuk	paramerter	
yang	tidak	memiliki	baku	
mutu	dan	air	

EVALUASI

Waktu Penyelesaian

Tingkat Keberhasilan

- Nilai Baku Mutu Identifikasi Zat Pencemar

(Lampiran V PP 101/2014)

- Titik Referensi (terutama untuk parameter 

yang tidak memiliki baku mutu dan air)

Dokumen Rencana

(RPFLH)

- Pembersihan ulang; dan/atau

- Peninjauan kembali rencana pemulihan

SSPLTLAPORAN

SSPLT : Surat Penetapan Status Telah Selesainya Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 

Evaluasi



Evaluasi Target Keberhasilan Pemulihan

Pemantauan :

Minimal dilakukan 6 

bulan setelah terbit

SSPLT dan

dilakukan 2 kali 

dalam setahun

Telah Sesuai Target 

Keberhasilan

Belum sesuai Target 

Keberhasilan:

- Pembersihan ulang; 

dan/atau

- Peninjauan kembali

rencana pemulihan

Hasil Evaluasi
Pernyataan

Bersih
SSPLT

Pemantauan Pasca

Pemulihan



Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos 

and Text. You can simply impress your 

audience and add a unique zing and appeal to 

your Presentations. 

SSPLT

PENETAPAN STATUS PENYELESAIAN 

PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI  

LIMBAH B3 

1. Pemulihan telah layak dan dapat

dihentikan

2. Lingkungan hidup telah kembali pada

fungsi semula

• Identitas penanggungjawab usaha dan/atau

kegiatan

• Lokasi pemulihan lahan terkontaminasi LB3

• Metode pemulihan lahan terkontaminasi LB3

• Ringkasan hasil verifikasi



PEMANTAUAN 

PASCA PEMULIHAN

Kualitas Lingkungan Media Air, Tanah dan/atau

Air Permukaan

Laporan Hasil Pemantauan

Pasca Pemulihan

Pemantauan Pasca Pemulihan



Pemulihan Lahan

Terkontaminasi Limbah

B3 Non Institusi



PEMULIHAN	LAHAN	TERKONTAMINASI	LIMBAH	B3	OLEH	PEMERINTAH	DAN/ATAU	
PEMERINTAH	DAERAH	

KETENTUAN	!			:	
1. Lokasi	pencemaran	tidak	diketahui	sumber	pencemarnya	dan/atau	
2. Tidak	diketahui	pihak	yang	melakukan	pencemaran	

1. Lintas	wilayah	propinsi	dan/
atau		

2. Lintas	batas	NKRI	dengan	
negara	lain	

Pemulihan	dilakukan	
	oleh	Menteri	

Lahan	terkontaminasi	yang	berlokasi	di	:	

3. Lintas	wilayah	kabupaten/kota	
dalam	1	provinsi	

Pemulihan	dilakukan		
oleh	Gubernur	

4. Wilayah	kabupaten/kota	
Pemulihan	dilakukan	
oleh	Bupati/Wali	kota	

Tim	Kerja	Pusat		
oleh	Menteri	

Tim	Kerja	Provinsi	
oleh	Gubernur	

Tim	Kerja	Kab/Kota	
oleh	Bupati/Wali	kota	

Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 

oleh Pemerintah dan/atau Pemda

PEMULIHAN	LAHAN	TERKONTAMINASI	LIMBAH	B3	OLEH	PEMERINTAH	DAN/ATAU	
PEMERINTAH	DAERAH	

KETENTUAN	!			:	
1. Lokasi	pencemaran	tidak	diketahui	sumber	pencemarnya	dan/atau	
2. Tidak	diketahui	pihak	yang	melakukan	pencemaran	

1. Lintas	wilayah	propinsi	dan/
atau		

2. Lintas	batas	NKRI	dengan	
negara	lain	

Pemulihan	dilakukan	
	oleh	Menteri	

Lahan	terkontaminasi	yang	berlokasi	di	:	

3. Lintas	wilayah	kabupaten/kota	
dalam	1	provinsi	

Pemulihan	dilakukan		
oleh	Gubernur	

4. Wilayah	kabupaten/kota	
Pemulihan	dilakukan	
oleh	Bupati/Wali	kota	

Tim	Kerja	Pusat		
oleh	Menteri	

Tim	Kerja	Provinsi	
oleh	Gubernur	

Tim	Kerja	Kab/Kota	
oleh	Bupati/Wali	kota	



PERSYARATAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LB3
Non Institusi

Penetapan Status       

Lahan Terkontaminasi 

Limbah B3 

Pasal 29, Ayat 1

Permohonan

pemulihan dari

Bupati/Walikota

kepada Gubernur.

Pasal 29, Ayat 4

Permohonan       

pemulihan dari   

Gubernur kepada 

Menteri LHK

.

Pasal 29, Ayat 5 

Pembentukan

TimKerja

Pemulihan Pusat

Pasal 30 Ayat 1-2 & 

Pasal 31 Ayat 1-5

Penyusunan

Dokumen RPFLH

Pasal 9 Ayat 1



Tim Kerja :

1. Ketua : Dirjen / Gubernur / Bupati / Walil Kota

2. Sekretaris : Direktur PKTDLB3 / Kadis LH Prov / Kadis LH Kab/Kota

3. Anggota : Perwakilan kementerian / perangkat daerah tingkat prov / perangkat daerah tingkat kab/kota

Struktur dan tugas tim kerja ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota

Tahapan Pemulihan : Mutatis Mutandis dengan Pemulihan Institusi

TIM KERJA DAN TAHAPAN PEMULIHAN



CONTOH DOKUMEN

SK Penetapan Status Lahan 

Terkontaminasi LB3 Bupati

Permohonan pemulihan dari 

Bupati kepada Gubernur

Permohonan Pemulihan dari 

Gubernur kepada Menteri LHK



CONTOH DOKUMENCONTOH DOKUMEN 

Pembentukan Tim Kerja 
Pemulihan Pusat 

Dokum
en R

PFLH

  

CONTOH DOKUMEN 

Pembentukan Tim Kerja 
Pemulihan Pusat 

Dokum
en R

PFLH

  

Pembentukan Tim Kerja

Pemulihan Pusat



LOKASI TERDAPAT 

KEGIATAN 

MASYARAKAT / 

FASILITAS UMUM

LOKASI LAHAN 

TERKONTAMINASI 

LEBIH DARI SATU 

 Pemberian Informasi

 Relokasi

 Pemberian Kompensasi

 Pembongkaran

 Tindakan Lain Sesuai Peraturan

TIM KERJA

Menentukan Prioritas Pemulihan :

Analisis Resiko

TIM KERJA

RPFLH



 Pemberian Informasi

 Relokasi

 Pemberian Kompensasi

 Pembongkaran

 Tindakan Lain Sesuai Peraturan

 Menentukan Prioritas Pemulihan Analisis Resiko

ANALISIS RESIKO :

1. Karakteristik lepasan kontaminan

2. Jalur migrasi kontaminan

3. Penerima dampak

4. Penyebab lahan terkontaminasi LB3

Indeks Resiko > 3,5

3,5 > Indeks Resiko > 2,5

2,5 > Indeks Resiko > 2,05

TIM KERJA PEMULIHAN

Prioritas Pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lh

Lampiran V Permen LHK 101/2018



Penelusuran Pihak

Yang Bertanggung

Jawab atas

Pencemaran

01

02

03
Proses penelusuran

bersamaan dengan proses 

pemulihan

Penggantian biaya sesuai

dengan ketentuan PUU

Penanggung jawab

pencemaran wajib

mengganti atas setiap biaya

yang dikeluarkan dalam

pemulihan
PASAL 39  AYAT (1) – (3)



PENUTUP



UUD 

1945

Rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan Lingkungan 
Hidup – udara, tanah dan air yang baik dan sehat.  Hak tersebut
dijamin dalam UUD 1945, DAN perekonomian nasional wajib
diselenggarakan dengan berkelanjutan, Serta berwawasan
lingkungan

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”

UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1):

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai 

bagian dari hak asasi manusia”

Pasal 65 UU 32/2009:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945:

LIMBAH B3 YANG TIDAK 
DIKELOLA DENGAN BAIK 

AKAN BERPOTENSI UNTUK 
MELANGGAR HAK KONSTITUSI
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